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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tatacara Menyampaikan Aspirasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum memang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia. Hal ini berarti bahwa penyampaian pendapat dimuka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian dalam kaitannya dengan upaya membangun suatu Negara Demokrasi diperlukan juga adanya suasana yang aman, tertib dan damai dengan tidak merugikan kepentingan dan hak-hak asasi manusia yang lainnya.

Selain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, secara teknis kemudian Kapolri membuat Surat Keputusan yang mengatur tentang Pemberian Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Aturan yang berupa petunjuk lapangan Kapolri itu ditetapkan lewat Skep No. Pol : Skep/1600/X/1998 dan hingga saat ini masih merupakan naskah sementara. Namun demikian, Polri telah mengeluarkan STTP tetap berpegangan selain kepada undang-undang yang mengatur juga mengikuti buku petunjuk lapangan yang ada.

Adapun aturan yang terdapat dalam undang-undang dan petunjuk lapangan dimaksud adalah sebagai berikut :

Surat Pemberitahuan ke Polri
Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, diatur bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan secara tertulis, disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok dan diberitahukan kepada Polri setempat selambat-lambatnya 3 X 24 ( tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum kegiatan di mulai ( Pasal 10 ayat (3) ).

Adapun cara dan prosedur penyampaian pendapat di muka umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, antara lain disebutkan sebagai berikut :

Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkut, pemimpin atau penanggung jawab kelompok.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 ( tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pemberitahuan tertulis tentang rencana kegiatan tersebut dapat disampaikan juga langsung oleh yang bersangkutan (perorangan), pemimpin (organisasi) dan penanggung jawab (kelompok). Pada penjelasan undang-undang tersebut, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Polri setempat adalah apabila kegiatan dilaksanakan pada:

1 ( satu) kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat.

2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten / kotamadya, pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat.

2 (dua) kabupaten / kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat. Surat pemberitahuan diajukan di Seksi Pelayanan Administrasi yang juga akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)

2 (dua) propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Mabes Polri.

Terjadi pembatalan kegiatan tersebut, maka surat pembatalannya harus disampaikan secara tertulis oleh penanggung jawab kegiatan kepada Polri paling lambat 24 ( dua puluh empat ) jam sebelum rencana waktu pelaksanaan. Semua kegiatan wajib memberitahukan ke Polri, dan hanya kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan yang tidak wajib diberitahukan kepada Polri (Pasal 10 ayat (4)). 

Adapun isi pemberitahuan untuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah berisi tentang :

Maksud dan tujuan

Tempat, lokasi dan rute

Waktu dan lama

Bentuk

Penanggung jawab kegiatan tersebut agar kegiatan dapat terlaksanan secara aman, tertib dan damai.

Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan yang melakukan kegiatan

Alat peraga yang diperlukan

Jumlah peserta yang diperkirakan hadir.

Setelah Polri menerima pemberitahuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum maka Polri harus segera memberikan Surat tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Surat itu juga merupakan bukti bahwa kegiatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya secara hukum sehingga dapat memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyebutkan : Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

Asas musyawarah dan mufakat.

Asas kepastian hukum dan keadilan.

Asas profesionalitas

Asas manfaat.

Tempat, Lokasi dan Rute.
Penyampaian pendapat di muka umum boleh dilaksanakan di semua lokasi di muka umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara dan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan angkutan darat dan obyek vital nasional lainnya (Pasal 9 ayat (2) huruf a). Aturan tersebut diperjelas lagi dalam Juklap Polri SK No. Pol : Skep/1600/X/1998 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Pemberian STTP Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta petunjuk lapangan, disebutkan mengenai jarak yang diijinkan untuk melakukan kegiatan di lingkungan istana kepresidenan termasuk istana wakil presiden adalah dengan radius 100 meter dari pagar luar. Sedangkan instansi militer tidak diperbolehkan dengan radius 150 meter dari pagar luar.

Adapun obyek-obyek vital nasional lainnya tidak diperbolehkan dengan radius 500 meter dari pagar luar. Namun radius tersebut tidak diberlakukan untuk tempat-tempat lain yang juga dilarang untuk tempat menyampaikan pendapat di muka umum seperti rumah sakit dan lain sebagainya.

Selain itu, penyampaian pendapat di muka umum juga dilarang diselenggarakan pada hari besar nasional (Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum), misalnya hari raya keagamaan dan lain sebagainya. Demikian pula lainnya dengan rute. Pada surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polri, pelaku harus mencantumkan rute atau jalan yang akan dilewati dari tempat (titik berangkat atau berkumpulnya massa) menuju lokasi pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Pengecualian rute yang akan dilewati juga tercantum di juklap yaitu rute dari tempat menuju lokasi tidak boleh melewati tempat tersebut di atas yaitu istana kepresidenan dan wakil presiden, instalasi militer dan obyek vital nasional. Kecuali tempat tersebut akan dijadikan lokasi kegiatan, maka harus berada pada radius yang telah ditentukan.

Waktu
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak ada batas yang mengatur waktu atau lamanya berunjuk rasa. Sedangkan dalam Petunjuk Lapangan (Juklap ) No. Pol : Skep/1600/X/1998, disebutkan bahwa waktu yang diijinkan untuk berunjuk rasa adalah sebagai berikut :

Pada siang hari berlangsung dari pukul 06.00 s/d pukul 18.00 waktu setempat.

Pada malam hari berlangsung dari pukul 18.00 s/d pukul 22.00 waktu setempat. Namun saat ini ijin pada malam hari tidak diberikan dengan pertimbangan keamanan. Perbedaan aturan mengenai waktu berunjuk rasa ini ada kalanya menjadi hal yang menyulitkan bagi negosiator atau saat bernegosiasi dengan pengunjuk rasa soal waktu dan lamanya berunjuk rasa yang diijinkan.

Bentuk Kegiatan dan Alat Peraga
Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan secara lisan dan tulisan. Sesuai dengan undang-undang dan juga yang tercantum dalam juklap, disebutkan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum secara lisan yaitu unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum). Terutama untuk kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai, setiap 100 (seratus) orang pelaku atau peserta, harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab yang biasa disebut coordinator lapangan (Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum).

Selain bentuk kegiatan di atas, dalam penjelasan undang-undang dan juklap disebutkan, mogok makan dan mogok bicara merupakan bentuk lain dari pernyataan penyampaian pendapat yang ada. Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mogok bicara disebut dengan sikap membisu. Namun untuk saat ini mogok makan tidak diijinkan dan dihimbau untuk tidak dilaksanakan dengan pertimbangan kemanusiaan.

Adapun alat peraga termasuk dalam bentuk penyampaian pendapat secara tulisan. Alat peraga yang digunakan antara lain berupa petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran dan spanduk. Sedangkan benda-benda lain yang dinilai dapat membahayakan keselamatan umum dilarang untuk dibawa dan dipergunakan dalam kegiatan tersebut (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum). Misalnya saja bom molotov, senjata tajam atau benda lain yang ditajamkan dan sebagainya. Jika pengunjuk rasa membawa benda atau senjata tajam, maka pengunjuk rasa dapat ditangkap atau unjuk rasa dapat dibubarkan dan pelaku dapat dikenakan tuntutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Pertanggungjawaban Pidana Terjadinya Anarkisme Dalam Penyampaikan Aspirasi Di Muka Umum 

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.
 Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebut dibebasakn atau dipidana.

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.
 Menyampaikan aspirasi di depan umum yang menyebabkan anarkis apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. 

Hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.
 Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

Adanya suatu perbuatan

Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana

Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana  tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukanya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya.
 

Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut.
 

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder shculd). 

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak menyampaikan aspirasi di depan umum yang menyebabkan anarkis, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

Melakukan perbuatan pidana;

Mampu bertanggung jawab;

Dengan kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa).
Tidak danya alasan pemaaf.

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan beratanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; 

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu:

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pemidanaan.

Menurut sistem ini, jika tabib (psychiater) telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (insane) atau tak sehat pikirannya (unsound mind), maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinamakan dengan sistem deskriptif (menyatakan). 

Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan.

Di sini yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai). Di sini hakimlah yang menentukan.

Gabungan dari 1 dan 2, yaitu menentukan sebab-sebab penyakit, dan jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya (deskriptif normatif).

Menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya pelaku dalam melakukan perbuatan pidana diperlukan adanya kerjasama antara dokter/psikiater dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. 

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.
 Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menenutukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseornag tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

Adanya suatu tindak pidana 

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

Hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghednaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalm hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm pikirannya saja.

Unsur kesalahan 

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.
  Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Kesalahan dalam KUHP digunakan dalam arti sempit yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalm diri seseorang, kesalahn mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.

 Kesalahan dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalah normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseornag. Kesalah normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalah baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

Kesengajaan

Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminiel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : sengaja diartikan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. de will (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.
 Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Kesengajan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka  perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya.

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesangjaan sebagi maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalm perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar bear suatu perbuataan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatan sipelaku benar-benarmenghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

Sengaja sebagi suatu keharusan 

Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapi akibat dari perbuatanya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

Sengaja Sebagi kemungkinan 

Sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatanya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengethaui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

Kealpaan
Pasal-pasal KUHP  tidak memberikan definisi mengenai apa yang diamksud dengan kealpaan sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur gecompliceerd yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiam yang tidak disadari atau lalaiadalah seseornag tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah denagn adanya resiko yang buruk.

Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadri oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab 

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psykis pembuat. Kemapuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.
 Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP :

Barang siapa melakukan perbuatanyang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana 

Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 

Menurut Pasal 44 KUHP bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas berbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu :

Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anatara perbuatan yang baik adan buruk. 

Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebbakna suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hall-hal yang baik dan buruk.
 

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memilki kemampuan bertanggung jawab serta memilki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana makan secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.

Hakim dalam proses pemidanaannya wajib memcari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psykologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

Tidak ada alasan pemaaf 

Seorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak oidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalaahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggujawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanaya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Alasan pembenar dalam doktrin hukum pidana adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada pemaafan terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggar hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alsan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.

Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, meneurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pepbelaan terpaksa disyararatkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan makan menepatkan seseorang dalam keadaan yang meugikan dan membahayakan.
 

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Demonstran Yang Anarkis Dalam Penyampaian Aspirasi Di Muka Umum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Pelaku tindak pidana menyampaikan aspirasi di depan umum yang menyebabkan anarkis, maka harus diberikan sanki atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan  hukum terhadap pelakunya. Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Wayne Lafavre dalam Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau  substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

Faktor hukumnya sendiri.

Faktor penegak hokum yakni pihak-pihak yang mebentuk maupun menerapkan hokum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.
  Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).

Suatu hak sebenarnya merupakan  wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

Peranan yang ideal (ideal role).

Peranan yang seharusnya (expected role)
Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang

Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang

Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya. 

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. 

Pelaku tindak pidana anarkisme dalam penyampaikan aspirasi di muka umum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam  Pasal  Pasal 214 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya dengan unsur-unsurnya :

Barang siapa.

Unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya. 

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu “membantu” Pegawai Negeri itu karena kewajibannya menurut Undang-undang atau karena permintaan Pegawai Negeri itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan. Maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; 

Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil Negara adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil juga termasuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Penegakan hukum terhadap demonstran anarkis tetap harus mematuhi koridor Hak Asasi Manusia (HAM), di mana hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998. Tindakan anarkis seperti kekerasan, perusakan, dan penjarahan tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas, namun dengan proporsional, sambil tetap melindungi hak peserta yang taat hukum. Tindakan tegas harus dilakukan dengan mengedepankan proporsionalitas dan tidak boleh melanggar HAM, serta pelaku harus diproses hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku. 

Hak untuk berpendapat adalah HAM fundamental: Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak ini, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum. Ketika demonstrasi berubah menjadi anarkis dengan tindakan kekerasan, perusakan, atau penjarahan, hak asasi individu yang dilindungi oleh hukum menjadi terancam, sehingga tindakan hukum dapat diterapkan. 
Pelaku anarkis harus ditindak tegas dengan proporsional dan upaya hukum harus dilakukan untuk menghentikan tindakan anarkis tersebut. Sanksi hukum yang diterapkan harus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Meskipun demikian, hak untuk dilindungi tetap ada. Negara wajib melindungi peserta demonstrasi yang taat hukum sambil menindak pelaku pelanggar hukum. 
Aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk melindungi para demonstran dari ancaman yang bisa timbul, termasuk dari massa yang anarkis itu sendiri. Tindakan hukum terhadap pelaku anarkis harus proporsional dan tidak boleh menargetkan seluruh peserta demonstrasi. Pihak keamanan dapat menggunakan tahapan pengamanan berdasarkan situasi yang terjadi untuk memastikan demonstrasi tidak melenceng dari kondisi yang tertib. 
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